LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 127

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
e NOMOR 03 TAHUN 2006
R TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAM DAN PELANTIKAN
KEPALA PEMERINTAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

y:a. bahwa untuk Pasal 203, Pasal 204 dan Pasal 205 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang
perlu mengatur Tata Cara Pencalonan. Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Pemerintah Negeri yang disesuaikan dengan nilai-nilai
budaya dan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang yang
sudah melembaga dan diakui keberadaannya oleh masyarakat
setempat;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, prinsip demokratisasi
yang disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat, tradisi dan budaya
yana tumbuh dan berkembang daiam masyarakat, perlu diatur tata
cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah
Negeri dalam suatu Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada
huruf "g", dan "b" di stas, maka Tata Cara Pencalonan, Pemilihan
dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dalam lingkungan
Pemerintahan Daerzah Di Kabupaten Maluku Tengah perlu
ditetapkan dangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

: 1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan .
Daerah Swatardra Tingkat Il se-Maluku jo Feraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Ambon (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang Undang Nomor 46 Tahun 1899 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

3. Undang Undang Nomor 40 Tzhun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluku (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4350).
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4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang Undang ivumor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 fentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otfonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852);

9. Peizturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan -

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyeienggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587).

12. Peraturan Daerah Previnsi Maluku Nomar 14 Tahun 2095 tertang
Penetapan Kembali Negeti Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku (Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005  Nomor 14).

13. Peraturan Dzerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun |

2006 tentang Negeri ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2006 Nomor 126 ).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
dan

BUPATI MALUKU TENGAH
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a0 oo

. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis
territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarl:an hak asal-usul dan adat ‘istlac!at
setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam
sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintaii Negeri dan Sanii Negeri dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat Istiadat
selampat dan diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

. Pemerintah Negari adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah

Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;

Negeri Administratif  adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri
geneoclogis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa -
Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang beriaku;

Pemerintahan  Negeri  Administratif adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh pomerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri

mengatur dan mengurus kepentingan masyaraka! setempat sesuai
ketentuan perundangar undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam
sisim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Pemerintay, Negeri Administratii adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif

Perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahen Nogeri:

- Raja atay vang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan

Masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri;

43



m. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersana-sama
kopala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Neger, mengawasi
pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang
mendampingi kepala pemeri.tah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas
dan wewenang yang dimilikinya;

. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemaerintahan yang dibentuk ditingkat
pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan Negeri Administratif;

. Bakal calon adalah warga masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang
berdasrkan penjaringan oleh panitia pemilihan telah ditentukan dan ditetapkan
sebagai bakal calon Kepala Pameriniah NegeriNegeri Administratif:

. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala Pemsrintah Negeri yang telah
mendapat persetujuan dari Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
(BPN).

. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Perangkat
Negeri/Negeri Administratii atau penjabat lain yang diangkat oleh Bupati
berdasarkan: usulan Saniri Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
(BPN) untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah NegeriNegeri
Administratif sampai dilantik Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
yang definitif;

. Pemilih adalah warga Negeri setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilihnya;

. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang warga NegeriNegeri
Administratif yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah untuk
menentukan hak pilihnya;

. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia
pemilihan dan Panitia penanggungiawab di tingkat Kabupaten;

. Kampanye adalah penyampaian/penawaran program atau visi misi yang akan
dilaksanakan oleh calon Kepala pemerintah Negeri untuk menarik simpati
pemilin, jika yang bersangkutan terpilih menjadi keoala Pemerintahan Negeri.
BAB !
HAK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 2

(1)Yang berhak dipilih menjadi kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif

adalah Penduduk Negeri/Negeri Administratif dengan syarat :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esz;

c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan
Republik indonesia serta Pemerintah;

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau
" sederajat;
::—usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60

onam puluih) tahun
ja dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah NegcrifNegeri Administratif;

L’ pPenduduk Negeri/Negeri Administratif;

h: Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Tidak dicabut hak pilinya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah
mempunyal kekuatan hukum tetap;

j. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu dalam Peraturan

Negeri/Negeri Administratif.

e.

Pasal 3

(1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan

tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan.

(2) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat,

matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri
merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah
matarumah/keturunan disampaikan kepada Saniri Negeri untuk ditetapkan
sebagal Kepala Pemerintah Negeri.

(3) Pada Negeri-Negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat,

matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri
merupakan mataruman/keturunan vyang lebih dari satu, dapar ditakukan
pemilihan kepala Pemerintah MNegeri berdasarkan hasil musyawarah
mataruman/keturunan sesual Peraturan Daerah ini.

(4) Musyawarah matarumah/keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 (enam)
tahun.

(®) Pengaturan lebih lanjut mengenai mararumah/keturunan yang berhak menjadi

Kepala Pemerintsh  Negeri  maupun  peiaksanaan  musyawaral
Mmataruma/keturunan, diatur dalam Peraturan Meger:.

Pasal 4

Yang berhak memilih Kepala Pemerintah Negeri adalah -

a.

b.

Penduduk Negeri yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terus
mensrus;

Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan secara terus menerus:

Sudah mencapai usia 17 (lujuh belas) tahun pada saat pendaftaran
dilaksanakan dan atau telah menikah.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadiian yang telah
Mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Pasal 5
Yang berhak memilik Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah:

a. Penduduk Negeri Administratif yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan secara terus menerus;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran
dilaksanakan dan atau telah menikah;

c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB li

SISTEM PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 6

(1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dipilih langsung oleh penduduk
Negeri/Negeri Administratif dari calon yang telah memenuhi syarat.

(2) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administra®f bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pasal 7

Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan melalui
tahap penjaringan, penyaringan, penetapan calon. penetapan tanda gambar,
kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapas;: calon terpilih.
BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERINEGER! ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri .

Administratif, Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN)
membentuk Panitia Pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (%) terdiri dari anggota Saniri
Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), Kepala Kampung dan tokoh
Masyarakat. :

(3) Panitia Pemilihan tidak diperkenankan menjadi Bakal Calon kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif.

(4) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeii (BPN) dan disahkan oleh Bupali.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4), terdiri dari Ketua, Sekretaris
dan Anggota.
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6) pan_ijtia Pemilitan Kepala querintah Negeri/Negeri Administratif berjumlah
ganijil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan)
orang.

Pasal 9

Panitia Pemilihan mempunyai Tugas :

a. Mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif.

b. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk
Panitia Pengawas.

¢. Menerima pendaftara dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal
Calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Saniri Negeri atau Badan
Permusyawaratan Negeri (BPN), yang akan diajukan kepada Panitia
Penanggung Jawab, melalui Panitia Pengawas.

d. Melaksanakan pendaftaran Pemilih.

Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah
berkonsultasi dengan Panitia Pengawas. i

f. Mensahkan dan mengumumkan daftar-daftar nama penduduk Negeri setempat

yang berhak memilih.
g Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih.
h. Melaksanakan Pemilihan atas Calon yang berhak dipilih.
i. Membuat Berita Acara Pemilihan.

BABV
PANITIA PENGAWAS

Pasal 10

(1) Panitia Pengawas terdiri dari :
3. Camat sebagai Ketua merangkap Anggora;

2 P—Pala Seksi Pemerintahan Kecamatan < i ki ri k I
b K W sebagai Sekreteris meran ‘ap
d G

€. Anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagai Anggota.

Q)Pani‘tia Pe H H £ i
ngawas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dalam pasal ini
Mempunyai tugas : = i

a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjarin i
gan dan penvaringan Bakal Calon
Kepada Panitia Pemilihan Akl

b, g@eﬂxampaikan calon kepaca Panitia Penanggung Jawab Pemiiihan, setelah
#teliti persyaratan administrasinya oiek Panitia Pomilihan.

c. g:hgarahkan kegiatan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan
Pala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
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d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif.

e. Menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan
Pemilihan kepada Panitia Penanggungjawab Pemilihan.

BAB VI
PANITIA PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

Pasal 11
(1) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Maluku Tengah sebagai Ketua.
b. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Sekretaris.
c. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan Linmas Maluku Tengah sebagai

Anggota.
d. Kepala Dinas Koperasl dan Pemberdayaan Masyarakat Maluku Tengah

sebagai Anggota.
e. Kepala Bagian Hukum Setda Maluku Tengah sebagai Anggota.
f. Dua orang staf Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah sebagai Anggota.
(2) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan mempunyai Tugas: ¢
a. Mensahkan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Saniri Negeri atau Badan

Permusyawaratan Negeri (BPN). ;
b. Melaksanakan wawancara pembinaan Pemerintahan dan Adat lstiadat

terhadap calon Kepala Pemerintah Negeri  hasil musyawarah
matarumah/keturunan sebelum ditetapkan dan atau dipilih sebagai Kepala

Pemerintah Negeri.
c. Melaksanakan wawancara kelayakan dari segi Pemerintahan terhadap bakal
calon Kopala Pemerintah Negeri Administratif untuk ditetapkan menjadi calen

yang berhak dipliir.
d. Mamberikan saran pertimbangan kepada Bupafi tentang persetujuan dari

penetapan calon yang berhak dipilih.
o. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif. ; ,
BAB Vil

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi dangan Panitia Pengawas sebelum
pelaksanaan kegiatan perjaringan;

(2) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas
Panitia Pemilihan melaksananan kegiatan penjaringan Bakal Calen;

(3) Penjaringan Bakal Calon dilakukan secara umum dan terbuka.
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4) Selesai Penjaringan seperti dimaksud ayat (2) di ) .
& melaksanakan penyaringan Bakal Calon yat (2) diatas, Panitia Pemilihan

Pasal 13

Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Pamerintah Negeri di i
H egeri dilakukan melal
musyawarah matarumah/keluarga yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri. s

Pasal 14

. (1) Penyaringan Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan minimal 2

(dua) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara.

(2) Jika dalam penetapan calon sebagaimana dimaksud ayat (3) h
(satu) calon maka dilakukan Penjaringan Eakal Calon Tayn&':béh)an R

Pasal 15

1) gam?-r;a“maba?:akal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam
_d_asa _ ma-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya
'isampallwn ol_eh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat, selambat-
Jambatnya 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara ditandatangani: ;

@ Eenlad A;ara“Penetapan m'ion yang diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan
epada Panitia Penanggungjawab melalui Panitia Pengawas dilampirkan :

a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
c- gzrat ?Jernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ;
: ‘92"?_: Nemyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
] liln téfngag:r}i(osgtubaan Republik Indonesia dan Pemerintah;
: t i '
. gegawai Negeri;peja yang bemeqang bagi bakal calon yang berasal dari
- wurat keterangan ftidak dicabut hak pilih be
B ; pilihnya rdasrkan keputusan
‘s(an gg i lf;):manenuhl kekuetan hukum pasti (dikeluarkar: oleh instansi
urat keterangan i
' g Bt agwai; kesehatan yang dikeiuarkan oleh Majells Pengull
- ourat Pernyataan memiberikan dukun jadi
| ‘ neniberika gan untuk menjadi K i
i g:genﬂ\!egan Administratif dari Istri atau Suamr- s s e
; £ ftar Riwayat Hidup;
Otocopy ljasah, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan
i Sampai dengan pendidikan terakhir; : &b
'|;°t° copy Akte Kelahiran;
i3 P:tor?ow Kartu Tanda Penduduk;
$ Photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm ssbanyak 4 (empat) lembar.

() Paniti
@ Penanggung Jawab ‘
Melak; ung sefelah menerima nama-nama Bakal Cal
mﬂﬁ;’;i:ﬂps;gﬁbzn keabsahan berkas dan melakukan wawaricara ua;?f;é
Puly lon yang memenuhi persyaratan, selambat-lampatnya
h) hari setelah diterima berkas dan nama baka! calon. ambatnya 20 (dua
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BAB VIl
PENETAPAN CALON

Pasal 16

(1) Bupati menerima Berita Acara penetapan Calon setelah calon mengikuti
wawancara, dan menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih
berdasarkan urutan abjad, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.

(2) Nama-nama Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Panitia Pemilihan melalui Panitia Pengawas, selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan;

(3) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih
menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negcii
Administratif vang didahului dengan undian tanda gambar untuk sctiap Calon
sotelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas;

Pasal 17

{1) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri, setelah
ditetapkan sebagai calon oleh Bupati, kecuali karena hal-hal khusus dimana
calon tidak dapat mengikuti kegiatan dalam proses pemilihan;

(2) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemilihan
Kopala Pemerintah Negori/Negeri Administratif tetap dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan. -

BABE IX
PENETAPAN TANDA GAMBAR

Pasal 18

{1) Tanda Gambar untuk surat suara dalam Pemilihan Kepala Pemarintatian
Nageri/Negeri Administrafif diambil dari gambar hasii-hasil tanaman rakyat
sebanyak 5 (lima) jenis yang terdiri dari cengkih, sagu, kelapa, paia dan pisang.

(2) Untuk mendapatkan Tanda Gambar bagi calon Kepala Pemerintah

Negeri/Negeri Adminisiratif, diiakukan pengundian kepada semua calon Kepaia-

Pemerintahan NegeriNeger: Administratif oieh Panitia Pemiithan.

(3) Dalam hal terdapat jumlah calon kepala Pemerintahan Negeri yang kurang dari5
(lima) orang, maka tanda Gambar yang ditetapkan dalam surat suara,
disesuaikan dengan jumiak calon yang ikut dalam pemilihan.

BAB X
KAMPANYE
Pasal 19

(1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 1 (satu)
minggu dengan mempertimbangkan masa tenang seiama 3 (tiga) hari sebelum
pelaksanaan Pemilihan.

Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman tentram d {
@ diawasi oleh Panitia Pemilihan. 59 i
(3) Kampanye lebih banyak diarahkan kepada penyampaian/penawaran Program

atau Visi Misi bila ferpilih menjadi Kepala Pemerintah Negeri/Negeri

Administratif. ¥ oo

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) d i
i dibenarkan dilakukan dalam bentuk : g g A ko

a. Pawai atau arak-arakan.

b. Pemberian uang, barang dan fasilitas lain dengan maksud mempengaruhi

pemilih.

¢. Melakukan provokasi, memfitnah, mengejek, menghina calon lainnya.

(5) Tata cara penggunaan atribut, tempat dan waktu kampanye masing-masi
calon diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; paity g-masing

Pasal 20

§)) Pe!angg'a_ran ter_h_adap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal
1€, Panitia Pemilihan dapat membatalkan keikutsertaan calon dalam pemilihan
setelah berkonsultasi dengan Panitia | "engawas: ' 4

(2) Apabila terjadi calon tunggal maka pemilihan Kepala Pemerintah
Negeri/Negeri Administratif totap dilaksanakan. i sty

BAB Xl
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 21

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih "dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan
mnmspersatujuan Calon yang berhak dipilih dari Bupati melalui Panitia

(2) gemllihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Panitia
enanggung Jawab, Panitia Pengawas, dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 22

(1) Apabila Calon Kepala Pemerintah NegeriNegeri Administratif lebih dari dua
;‘:nh_g. maka pemilihan fiapat dilakukan 2 (dua) kali putaran seteiah hasil
( itungan suara mienunjukkan tidak ada calon yang mempercish suara lebih %
Setengah) tambah 1 (satu) dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya;

@) :
Putaran kedua dilaksanakan untuk calon yang memperoleh suara terbanyak

m,:‘:p‘;ar;n’::?ua- selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan

©) 0a
; Iam;:lalépelakf.anaar) pemilihan yarig diikuti cleh lebih dari 2 {dua) orang calon
(m"“‘" ot n hasil perhitungan suara yang diperoleh salah satu calon lebih dari %
Setengah) tambah 1 (satu) maka pemilihan dinyatakan sslesai.
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Pasal 23

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam acara Pemungutan
Suara yang dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan, terhitung mulai dari jam 09.00
sampai dengan jam 14.00 Waktu Bagian Timur Indonesia.

(2) Acara Pemungutan Suara dihadiri oleh masyarakat yang berhak memilih,
berdasarkan undangan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

Panitia pemilihan serta calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tetap
menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

(1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas dan rahasia.

(2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos Tanda Gambar Calon yang
berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Seorang pemilih hanyva dapat memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon
yang berhak dipilih.

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakili dengan cara
apapun.
Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih Panitia Pemilih
menyediakan :

a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan
persetujuan pejabat yang berwenang.

b. Surat suara yang memuat Tanda Gambar calon yang berhak dipilih dan pada
bagian kanan atas tanda tangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan
sebagai tanda Surat Suara yang sah.

¢c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besamya disesuaikan
dengan kebutuhan.

d. Bilik suara atau tempat khtisus untuk pelaksanaan pemberian suara.
e. Alat penjoblos di dalam bilik suara.

BAB Xit
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 27

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara
dilaksanakan, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan
sebagai pemberitahuan kepada para pamilih tetang haritanggal, jam dan tempat
yang ditentukan.

(1

—
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(2) Pemungutan Suara dilaksnakan pada suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS)
di Negeri/Negeri Administratif,
) Untuk kelancaran pelaksanaan oemungutan suara, dapat dibuat beberapa buah
bilik pemberian suara dalam TPS sesuai kebutuhan.

(4) Bagi Negeri/Negeri Administratif yang wilayah pemukiman penduduknya cukup
luas dan berpenduduk banyak seria tidak memungkinkan penyelenggaraan
pemungutan suara hanya pada 1 (satu) TPS dapat dibentuk beberapa
Kolompok  Penyelenggaraan  Pemungutan  Suara  (KPPS) . untuk
menyelenggarakan pemungutan suara pada TPS-TPS vyang ada di
Negeri/Negeri Administratif tersebut dan dilaksanakan secara serentak dalam
waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Sebelum meiaksanan pemungutan susra, Paritia Pemilihan membuka kotak suara
dan memperlihalxan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan
kosong serta menutupnya kemball, mengunci dan menyeggel dengan menggunakan
kertas yang dibubuhi cap atau stompel Panitia Pomilihan.

Pasal 29

(1) Pemilih yang hadir harus membawa surat undangan untuk diberikan selembar
surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan
daftar hadir.

(2) Jika pemilih tidak mendapat surat undangan akan tetapi nama yang
bersangkutan terdaflar dalam daftar pemilih maka yang barsangkutan tetap
menggunakan hak pilih setelah melaporkan diri pada Panitia Pemilihan.

(3) Setelah menerima surat suara, pemilin memariksa atau meneliti, epabila surat
suara dimaksud dalam ksadazn cacat atau rusak maka Pemilih berhak meminta
zmt sua;a yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat

U rusak.

(4) Pemilih vang tidak hadir karena sakit dapat dilayani oleh Panitia Pemilihan untuk
melaksanakan haknya dengan disaksikan oleh masing-masing saksi.

Pasal 30

() Pencobiosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan manggunakan
alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan. .
@ ;_ﬁ:lri:ih yang mas=uk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak
ya.
©) Pemilin yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru
Sstelah menyerahkan surat suara yang keliru pada Panitia Pemilihan.
@ Setelah Surat suara dicoblos, pemiiih miemasukkan surat suara dalam keadaan

teriipat kedalam kotak suara yang terletak diluar bilik pemberian suara didepan
Nitia Pamilihan.



Pasal 31
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban
untuk menjamin :
a. penegakan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan
b. pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara aman, tertib dan lancar.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih
harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksnaan
pemungutan suara.

(3) Dalam pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menerima saksi dari masing-
masing calon untuk mengikuti jalannya pemilihan sampai selesai porhitungan
suara.

(4) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang berhak memilih hanya memberikan
satu suara.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan pemungutan suara, terpusat pada Kantor Negeri/Negeri
Administratif dan tidak dibenarkan melaksanakan perhitungan suara sementara

pada (PS-TPS oleh KPPS.

(2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk
setolah saksi-saksi hadir.

(3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang
diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilih
membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta
mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat
dilihat denga jelas oleh semua pemilih yang hadir.

(4) Camat selaku Ketua Panitia Pengawas atau anggota Panitia Pengawas yang
ditunjuk untuk itu, berhak menyatakan sah atau tidak sah suatu surat suara yang
diragukan keabsahannya, Setelah teriebih dahulu mendengar pertimbangan
saksi-saksi.

Pasal 33
(1) Suara dianggap sah apabila :

a. Memakai surat suara yang telah diientukan sebagaimana dimaksud paca
Pasal 29

b. Terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara

c. Tidak ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas
pemilih.

d. Memberi suara tidak lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih,

e. Tidak menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih dan telah
ditentukan. '

f. Mencoblos tepat pada garis kotak Tanda Gambar yang telah disediakan.
(2) Suara dianggap tidak sah apabila :
a. Tidak memakai surat siara yang ditentukan.
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b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara.
c. pitandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih.
d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih
e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih dan telah
ditentukan.
f Mencoblos tidak tepat pada lingkaran tanda gambar yang telah disediakan.
@) Alasan-alasan yang menyebankan surat suara tidak sah, diumumkan kepada

pemilih saat itu juga.

BAB XIIl

PENETAPAN CALON TERPILIH
Pasal 34

(1) Setelah perhft_ungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun,
menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.

(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Calon-calon Kepala
Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, disahkan oleh Ketua Panitia
Pengawas.

(3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkaii calon terpilih memberikan
kas?m_p&tan kepada Panitia Penanggung Jawab Pemilihan untuk memberikan
penilaian pelaksanaan pemilihan.

(4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Pemerintah

NegerifNegeri Administratif dan menvatakan sahn ili
/ . y f 'nya pemilihan  Kepala
Pemeiintah Negeri/Negeri Administratif terpilih.

Pasal 35

(1) Calor Kepz:!a Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang memperoleh suara
terbanyak 3 (sefengah) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilihnva, dinvatakan sebagat calon terpilih.

@ :‘l;a;datccalon vang berha_k dipiiih tidak seorangpun yang mendapat cukungan
oo rbanyak Sebagaimarau dimaksud pada ayat (1) Panitia Pomilinan -
suargaﬁakan Femilihan ulang (putaran kedua) ternadap calon yang memperole

terbanyak partama dan kedua.

) Pemii ;
: "‘i'lha.\n ulang :'-'.ebaga;rnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-
B h:: 30 (tiga puluh) hari sejak saat nenandatanganan Berita Acara

Calor, D;!milihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dan ayat (3),
: "m-ﬂpa!a Pemerintan Negsri/Negori Administratif yang memperolen suara
k, ditetankan sebagai calon terpilih.

o Pasai 36

: j%%KeKr;a;a Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang terpilih ditetapkan

mﬂm utusan Saniri N_e:gon' atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN)
N laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Femilihan.

Sy




(2) Penetapan Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri
(BPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah pemilihan.

Pasal 37

Keputusan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (BPN) tentang
Penetapan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilaporkan kepada Bupati
melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditstapkan.

BAB XIV

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH
NEGERINEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Calon Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih disahkan oleh
Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala
Pemerintah Negeri/Negeri Administratif terpilih.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling
lambat 15 (lima bolas) hari seteiah menerima Keputusan Saniri Negeri atau
Badan Permusyawaratan Negeri (BPN).

Pasal 32

Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh Bupati
atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 40

(1) Sebelum diiakukan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri oieh Bupati atau
pejabat iain yang ditunjuk, dilakukan Pengukuhan Gelar berdaserkan adat
istiadat dan hukum aciat setempat.

(2) Tata Cara Fenaukuhan Ge'ar berdasarkan aceat istiadat dan hukum adat
cotempat diatur dalam Peraturan Nageri.

Pasal 41

(1) Sebeium memangku jabatannya, Kepala Pemerintah NegeriNegeri Administrati¢
mengucapkan Sumpah Janji. .

(2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana berikut :
‘Cemi AllatvTuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi
kewajiban saya, selaku Kepala Pemerintah Nege:i/Negori Administratif, dengan
sebaik-balknya, sejulur-jujuriya, dan seadil-adlinya; bahwa saya, akan selalu
taat dan mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar
Negara; dan bahwa saya akan menegakken kehidupan demokrasi, dan
Undang-Undang Dasar 1945, serie melaksanakan segala peraiuran
porundang-undangan  dengan  selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Negeri/iNegeri Administratif, Laerah dan Negara Kesatuan Republik indonesia”.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 42

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses Pencalonan, Pemilihan,
* Pel dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif,
penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk kesepakatan bersama.

@ Kesapakatan bersama dalam penyelesaian perselisihan, ditetapkan dalam
 Koputusan Borsama yang ditandatangani para pihak, dan disampaikan kepada
Panitiz #emilihan untuk didokumentasikan.

) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
diselesaikan melalui kesepakatan bersama, maka Bupati menyelesaikan
perselisihan dimaksud setelah mendapat masikan dari Camat selaku Ketua
~ Panitia Pongawas dan Asisten Pemerintahan Sckretaris Daerah Kabupaten

~ maluku Tengah selaku Ketua Panitia Penanggung Jawab Pemilihan.

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam bentuk Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
a Pemerintah Negeri/Nageri Administratif vang ada pada saat mulai
nya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa

2 Pemilihan yang telai ada pada saat mulai belakurya Peraturan Daerah
tetap menjalankan tugas sampai dengan selesainya kegiatan pemilihan
Pemerintah iNegeri/Negeri Administratif.
n Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang
ara mempersiapkan Pencalonan. pslaksanaannva disesvaikan cdengan
Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

) yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oien

Pasal 45
N Daerah ini mulai berlakit pada tanggal diundangkan.

57



. : PENJE SAN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangzn Peraturan LA

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku ATAS
L PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUXU TENGAH

Ditetapkan di Masohj NOMOR 03 TAHUN 2006

paca tanggal 13 Juni 2006

BUPATI MALUKU TENGAH TENTAND

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
ttd PELANTIKAN PEMERINTAH NEGERI
ABDULLAH TUASIKAL
i PENJELASAN UMUM

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Juli 2008 g Bahwa dengan berlakunya Undang-Undaqg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

SEKRETARIS DAERAH, Desa, maka salah satu elemen penting pelaksanaan otonomi daerah berkaitan
dengan penyeclenggaraan Pemerintah Desa (baca : Negeri) atas prakarsa,
ttd partisipasi, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan
memajukan Negerinya.
JUSUF LATUCONSINA

Bahwa Negeri di Kabupaten Maluku Tengah sebagai kesatuan masyarakat
hukum adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul Negeri, adat istiadat dan hukum
adat yang diakui dalam Sistm Pemerintahan Nasional. Di lain pihak, terdapat
Negeri Administratif scbagai akibat perkembangan dan kemajuan masyarakat,
yang juga harus diperhatikan hak asal usul dan kepentingan masyarakat
Setempat. Adanya Negeri/Negeri Administratif menempatkan adat istiadat dan
hukum adat ditempatkan dalam konteks yang sesungguhnya. Oleh karena itu,
otonomi Negeri sebagai otonomi bawaan dan otonomi Negeri Administratif
sebagai otonomi yang diberikan, hendaknya dikembangkan untuk kepentingan
mﬁska;akat Negeiilveger! Administratif, tetapi tidak berarti Negeri/Negeri
Admm’stra‘b‘ lal: terlepas deri kendali Pemerintsh, namun tetap herada dziam
Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah dalam hal ini Pemearintah Propinsi
: dan Kabupaten Mzluku Tengah, sepanjang menyangkut kepentingan
Nasional yang harus dilaksanakan.
sefain peran Negeri/Negeri Administratif sebagaimana tersebut di atas, .
W"Qeri Administratif juga merupakan daerah bawahan dan ujung fombak
Pan ntah Kabupaten Maluku Tengah yang perlu ditata, dibina, diayomi,
difasilitasi sepanjang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan
M"“““ﬂh Kabugaten untuk mengaturnya. Dengan demikian terdapat
Admit 22NN hak dan kewajiban secara timbal balik antara NegeriNegeri
Mﬂ dengan Kabupaten dalam menjalankan tugas den fungsi masing-
ﬁr“ dalam rangka kefancaran penyeienggaraan pemerintahan, pembangunan

W?mhtan Negerifiegeri Administratif, maka =danya Pemeriniah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 127

_ Administratit menjadi fakter penting. Olei: karena itu, adanya suatu
%ﬂﬂbm pencalenzn, pemilinan dan pelantikan Kopala Pemerintah
mhn 5 Adminisiratif, dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan
T Sebagaj

lam masyarakat. Mangingat adanya pembecaan dalam status
n masyarakat hukum adat dan Negeri sebagai kesatuan
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masyarakat pada umumnya, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan
Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri I
Administratif.

yang dimana rmiatarumah/keturunan yang berhak menjadi
Kepala Pemerintah Negeri itu tunggal (hanya satu) maka

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dai: untuk menjamin kelancaran
penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
di Negeri/Negeri Administratif, maka berpedoman pada Pasal 203, Pasal 204 dan
Pasal 205 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Jo. Peraturan
Daerah Provinsi Nomor 14 Tahun 2005 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, maka perlu ditetapkan tata cara
Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri
Administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3

. PENJELASAIN PASA| DEMI PASAL
: Cukup Jelas.
: Ketentuan persyaratan dalam pasal ini berlaku umum bagi

Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif. Akan
tetapi, khusus bagi Kepala Pemerintsh Negeri pada
masyarakat hukum adat, ketentuan pada huruf d dan huruf
e dapat dikesampingkan berdasarkan musyawar=h
matarumah/atau keturunan. Pada huruf d, persyaratan
Pendidikan serendah-rendanya tamat Sekolah Lanjutan
Pertama bagi seorang Kepala Pemerintah Negeri Adat
penting dalam rangka menjaga kualitas pemerintahan.
Akan tetapi sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat,
kharisma kepemimpinan adat dari Kepala Pemerintah
Negeri ditentukan berdasarkan tanda-tanda khusus, maka
hasil musyawarah matarumah/keturunan harus ditegaskan
secara tertulis tanda-tanida khusus tersetbut. Demikian juga
pada huruf e, persayaratan usia tertinggi yaitu 60 (enzm
puluh) tahun, dapat dikesampingkan apabila sesua! adaf
istiadat dan hukum adat dan berdasarkan hasil
musyawarah matarumah/keturunan menegaskan Kepala
Pemerintah Negeri dapat berusia lebih dari enam puluh
tahun. Untuk adanya xapastian hukum, maka kekhususan

berdasarkan adat istiadat dan hukum adat ini dapat

ditetapkan dalam Peraturan Megeri.

: Pasal ini menegaskan kekhususan berdasarkan adat

istizdat dan hukum adat dimana hak untuk menjadi Kepalz
Pemerintah Negaii meiupakan hak dari
matarumah/keturunan tortontu yang harus dijunjung tinggi
dalam kaitan dengan pengakuan eksistensi Masyarakat
Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tsniang
Pemerintahan Daerah. Akan totapi realita dalam
masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah
menunjukkan adanya pengakuan matarumah/keturunan
yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri lebih dari
satu. Oleh harena itu, pada ayat (2) khusus pada Negeri
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Pasal 4

Pasai5 ¢/d Pasal 16
Pasai 17 ayat (1)

ayat (2)

hasil musyawarah matarumah/keturunan dapat ditetapkan
menjadi Kepala Pemerintah Nogeri oloh Saniri Negeri.
Pada avat (3) ruang demokrasl dimana rakyat berhak
menentukan Kepala Pemerintah Negerinya terbuka melalui
Pemilihan, karena matarumah/keturunan yang berhak
merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu.
Sedangkan pada ayat (4) dimaksudkan untuk prosesi
pelantikan Kepala Pemerintah Negerl menjadi urgen dalam
konteks menghidupkan adat istiadat dari Negeri maupun
dalam konteks pendidikan, pewarisan nilai-nital adat
istiadat dan hukum adat serta pariwisata, maka prosesi
pelantikan Kepala Pemerintali Negeri itu dilakukan. Olch
karena [tu, musyawarah matarumah/keturunan dan
pemilihan Kepala Pemerintah Negeri perlu dilakukan. Hal-
hal yang diuraikan di atas perlu ditetapkan dalam
Peraturan Negeri. Peraturan Negeri dimaksud hendaknya
memuat hal-hjal (28) matarumah/keturunan yang berhak
menjadi Kepala Pemerintah Negeri, dan (b) mekanisme
pelaksanaan musyawarah matarumah/keturunan untuk
menentukan Calon Kepala Pemerintah Negeri; serta (c)
mekanisme penetapan Kepala Pemerintah Neger oleh
Saniri Negeri.

: Penduduk Negeri Administratif berhak memilih Kepala

Pemerintah Negeri, karena Negeri Administratii berada
dalam wilayah Negeri, dan secara adat istiadat dan hukum
adat manjadi bagian dari Negeri. Oleh karena itu,
penduduk Negeri Administratif berhak untuk menentukan
Kepalza Pemerintah Negeri yang secara adat istiadat dan
hukum adat akan mengayomi penduduk Negeri
Agaministratif,

: Cukup Jelas.
. Yang dimaksud dengan hak-hak khusus sehingga calon

tidak dapat mengikuti proses pemilihan adalah hal-hal
yang merupakan halangan tetap seperi : maninggal dunia, -
kecelakaan atau sakit yang menyebabkan tdak dapat
melaksanakan proses pemilihan, menjalankan hukuman
kurungan atau ditahan harena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidan kurungarn minimal
S (lima) tahun.

: Apabila calon yang berhak dipilih sesuz2i ketetapan yang

dilakukan oleh Bupati hanya 2 (dua) orang, maka hasil
pemilihan tidak berpengaruh bagi calon yang mengikuti
pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon torpilih.

Apabila caion yang berhak dipilih sesuai ketetanan yang
dilakukan oleh Bupati 3 (tiga) orana, maka hasil pemilihan
menetapkan suara terbanyak dari 2 (dua) calon yang
mengikuti pemilihan sobagai calon terpilih.
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Apabila calon yang berhak dipilih sesuai ketetapan yang
dilakukan oleh Bupati lebih dari tiga orang, maka berlaku
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan

Dacrah ini.
Pasal 18 : Cukup Jelas.
Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Cukup Jelas.
ayat(2) : Apablla calon mengikuti pemilihan merupakan calon
tunggal, maka hasil pemilihan tidak berpengaruh bagi
calon yang mengikuti pemilihan untuk ditetapkan sebagai

calon terpilih.

Pasal 21 s/d Pasal 45 : Cukup Jelas.
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